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BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Nama SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan

4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi
publikDaerah

Is. Peraturan Menteri Kominfo No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang
Komunikasi dan Informatika

|6. Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

7. Perbup No. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ngawi

8. SK BUPATI Nomor 188/149/404.101.2/B/2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

1. Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
2. Memahami klasifikasi Informasi Publik.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

4, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
5. SOP Fasilitasi Penanganan Keberatan Informasi Publik

1. SOP Permohonan Informasi Publik
2. SOP Penetapan Dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
3. SOP _um:mmu.cm_._ Keberatan Informasi Publik

1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer/Smartphone dan Printer
3. Internet

| Peringatan

Pencatatan

‘u__s SOP tidak dilaksanakan, maka uji konsekuensi terhadap permohonan informasi publik tidak dapat terlayani dengan
baik.

ISOP ini merupakan prosedur dalam penetapan dan pemutakhiran informasi publik
yang dilakukan oleh PPID




SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No.

Aktivitas

Pelaksana

Standar Mutu

PPID
Utama dan
PPID
Pelaksana

Tim Pengelola
Pertimbangan | PPID OPD

Pemohon

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Melakukan kajian atas informasi / dokumen
yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi
Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan
Pelayanan Informasi

Memberikan pertimbangan atas informasi /
dokumen yang dimaksud yang bersifat
rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan
kepentingan umum

Menyerahkan informasi / dokumen yang
dimaksud, jika status informasi / dokumen
oleh tim Pertimbangan PPID dinyatakan
rahasia, maka PPID membuat surat
penolakan kepada pemohon informasi.

Menandatangani tanda bukti penerimaan
atau memberikan surat penolakan kepada
pemohon jika status informasi / dokumen
dinyatakan rahasia.
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